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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotikasetiap  

pelaku  penyalahgunaan  narkotika  dapat  dikenakan  sanksi  pidana, yangberarti 

penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidananarkotika. 

Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatuproblema 

yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan 

dukungandarisemuapihakagardapat mencapaitujuanyangdiharapkan. 

Karenapelaksanaanundang-undangtersebut sangatbergantungpadapartisipasi 

semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkunganmaupun 

guru di sekolah. Sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan 

sendirinyameskipun  telah dikeluarkan  undang-undang  yang disertai  dengan  

sanksi  yangkeras. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur 

tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta 

denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika ataudapat disebut 

sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat awam banyak yang 

mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana 

narkotika itu sama. Padahal dalam undang-undang narkotika sendiri  
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tidakmembedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang 

berbeda pula.1 

Dalam suatu proses perkara pidana seorang tersangka atau terdakwa akan 

berhadapan dengan negara melalui aparatur-aparaturnya, yang oleh Van 

Bammelen digambarkan seakan-akan merupakan suatu pertarungan, sehingga 

beliau mengatakan; “garansi hak-hak asasi manusia harus diperkuat, karena 

kalau tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang 

aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak-hak asasi 

manusia.”2Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti 

dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi 

manusia.3 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan 

bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, 

tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi. KUHAP 

memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang 

yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukanya dianggap sama 

dengan orang lain menurut hukum. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan 

hak-hak pada diri tersangka, maka dapatmemberikan jaminan  yang  

 
 1Barda Nawawi Arief,Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 188. 
2Erni Widhayanti, Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP, Liberty, Yogyakarta, 

1998, hlm. 34 

 3Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,2008, hlm. 120. 
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menghindarkan  tersangka  dari  tindakan sewenang-wenang penyidik dalam 

proses penyidikan. 

Adapun dalam melakukan pemeriksaan tersangka yang melakukan tindak 

pidana narkotika diberikan hak hak yang melindungi tersangka meliputi: 

a. Berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya 

diajukan ke Penuntut Umum ( Pasal 50 ayat (1) KUHAP) 

b. Untuk mempersiapkan pembelaanya berhak diberitahukan dengan jelas apa 

yang disangkakan dan tentang apa yang didakwakan ( Pasal 51 KUHAP) 

c. Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan berhak memberikan 

keterangan secara bebas (Pasal 50 KUHAP) 

d. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa dalam hal bisu tuli 

(Pasal 53, 177, 178 KUHAP) 

e. Berhak mendapatkan bantuan dari seseorang atau lebih penasehat hukum 

selama waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP) 

f. Bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lebih 

dari 5 (lima) tahun tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum secara 

cuma-cuma. 

g. Tersangka yang dikenakan penahanan berkebangsaan asing berhak 

menghubungi perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya 

(Pasal 57 ayat (2) KUHAP) 

h. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat 

hukumnya ( Pasal 57 ayat (1) KUHAP) 
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i. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan 

dokter pribadi untuk kepentingan pemeriksaan kesehatanya (Pasal 58 

KUHAP) 

j. Berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat 

berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada 

keluarganya atau orang lain yang membutuhkan (Pasal 50 KUHAP) 

k. berhak menghubungi menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai 

hubungan kekeluargaan atau lainya guna mendapatkan jaminan bantuan 

hukum (Pasal 60 KUHAP) 

l. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukum 

menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga dalam hal yang ada 

hubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau untuk 

kepentingan keluarga (Pasal 61 KUHAP) 

m. Berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, setiap waktu yang 

diperlukan olehnya dan sediakan alat tulis (Pasal 62 ayat (1) KUHAP) 

n. Berhak menghubungi dan meneriman kunjungan dari kerohanian (Pasal 63 

KUHAP) 

o. Berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang 

memiliki keahlianya (Pasal 65 KUHAP) 

p. Berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP) 

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka. Dari 

tersangka diperoleh keterangan pidana tentang peristiwa pidana yang sedang 
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diperiksa. Meskipun tersangka dijadikan sebagai titik tolak pemeriksaan, 

tersangka tetap harus ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek. 

Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga 

tak bersalah (presumption of innocent) sampai diperoleh putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan tetap. Penjelasan Pasal 50 KUHAP memberikan hak 

kepada tersangka untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katung nasib orang 

yang disangka dan jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga 

dirasakan tidak ada kepastian hukum, terjadinya perlakuan sewenang-wenang 

dan ketidakwajaran.4 

Dalam rangka pemberantasan shak-hak tersangka tindak pidana narkotika, 

kepolisian memiliki peran dan tanggungjawab yang sangat besar demi menjaga 

keamanan dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun realita 

berbicara lain karena hak-hak tersangkatindak pidana narkotika itu sendiri yang 

menjadi pelaku tindak pidana. Maka, berdasarkan hal tersebut di atas penulis 

terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan 

mengangkat judul “Pemberian Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana 

Narkotika di Kepolisian Resor Ogan Ilir”. 

 

 

 

 
 4M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan  KUHAP, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2007, hlm. 135. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah Hak-Hak Tersangka Sudah Diberikan Kepada Tersangka Tindak 

Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Ogan Ilir? 

b. Apa Saja Hambatan dalam Pemberian Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana 

Narkotika di Kepolisian Resor Ogan Ilir? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat 

dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak-hak tersangka tindak 

pidana narkotika di Polres Ogan Ilir. 

b. Mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pemberian hak-hak 

tersangka tindak pidana narkotika di Polres Ogan Ilir. 

2. Tujuan Subyektif  

a. Untuk memperoleh data yang akurat yang akan penulis pergunakandalam 

penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh 

GelarKesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya. 

b. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana 

denganharapan bermanfaat dikemudian hari. 



18 
 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan secara teoritis dan praktis.5 Adapun kegunaannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran mengenai pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana 

narkotika.Serta diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan 

pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang ilmu 

hukum, khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu hukum pidana 

bagi penulis maupun bagi para pembaca terkait permasalahan yang 

diangkat dalam penulisan skripsi ini. Serta sebagai sumbangan 

pemikiran bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih 

lanjut. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat luas dan dunia pendidikan sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan dan penambahan pustaka yang bermanfaat bagi keilmuan, 

serta menjadi salah satu bahan acuan bagi aparat penegak hukum 

terhadap penerapan hak-hak tersangka dalam tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika di Indonesia. 

 
 5W. Gulo, Metodologi Penelitian, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 15. 
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2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan kajian, referensi, pedoman, sumber informasi, dan 

sosialisasi bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 

masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemberian 

hak-hak narapidana sesuai Undang-Undang. 

 

E.  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang 

hukum pidana dengan fokus mengenai Pemberian Hak-Hak Tersangka Tindak 

Pidana Narkotika Di Polres Ogan Ilir(Studi Kasus di Kabupaten Ogan Ilir). 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai 

pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah 

apakah hak-hak tersangka sudah diberikan kepada tersangka tindak pidana 

narkotika di Polres Ogan Ilir dan hambatan dalam pemberian hak-hak tersangka 

tindak pidana narkotika di Polres Ogan Ilir. 

 

F.  Kerangka Teori 

1. Teori Penegakan Hukum Pidana 

Satjipto Rahardjo menyatakan penegakan hukum adalah suatu proses 

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan 



20 
 

pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan 

hukum) menjadi kenyataan.6 

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman 

bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur 

sistem hukum, yakni struktur hukum (structure of law), substansi hukum 

(substance of the law),dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum 

menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat 

perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang 

dianut dalam suatu masyarakat, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur 

berikut ini, jumlah danukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus 

yang berwenang mereka periksa) dan tata cara naik banding dari pengadilan 

ke pengadilan lainnya.7 

Dalam kerangka penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh 

Soerjono Soekanto terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi, aplikasi dan 

eksekusi. Dimana tahapan ini di pengaruhi sedikitnya oleh lima faktor 

penegakan hukum pidana itu sendiri, yaitu: 

1) Hukum (Undang-Undang) atau penerapan hukum. 

2) Penegakan Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3) Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

 
 6Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24. 

 7Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, 

Sinar Grafika, Jakarta,2010, hlm. 28. 
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4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan. 

5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.8 

 

2. Teori Hak dan Kewajiban 

Setiap manusia yang hidup di dunia memiliki hak dari lahir hingga 

manusia itu meninggal dunia. Secara universal, masyarakat dunia mengakui 

bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak 

keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum 

dilahirkan ke dunia ini. 

Hak-hak yang paling fundamental adalah aspek-aspek kodrat manusia 

ataukemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan ide 

yang luhur dari sang pencipta yang menginginkan setiap orang berkembang 

dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap 

manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat 

terus berkembang secara leluasa. Pengembangan diri pertanggung jawabkan 

kepada Tuhan, yang adalah asal dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang 

berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama 

eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya itulah 

sebabnya mengapa HAM bersifat universal. Dimana ada manusia disitu ada 

HAM yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.  

 
 8Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5. 
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Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hak memiliki 

pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, 

kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau 

untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah 

sesuatu yang wajib dilaksanakan atau menjadi keharusan (sesuatu hal yang 

harus dilaksanakan).  

K. Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan bahwa 

dalam pemikiran Romawi Kuno, kata ius-iurus (Latin: hak) hanya 

menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai 

keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang 

mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti 

Law, bukan Right). Pada akhir Abad Pertengahan, ius menggeser hukum 

dalam arti subjektif, artinya bukan hanya benda yang dimiliki seseorang, 

tetapi kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau 

melakukan sesuatu (Right, bukan Law).9 

Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang saling berkaitan. 

Sedangkan kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang 

selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang 

tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar 

keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna mempunyai dasar moral.  Hak 

 
9K. Bertens, Etika (Edisi Revisi), Kanisius, Yogyakarta,  2013, hlm. 27. 
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merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan ini dan setiap orang pun 

berhak mendapatkan haknya setelah ia memenuhi kewajibannya. 

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah 

menentukan beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya. Hak tersangka 

dan terdakwa selama pemeriksaan di muka penyidik dan di muka hakim 

tersebar dalam beberapa bab dan Pasal-pasal, antara lain dalam Bab VI Pasal 

50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kemudian Pasal 144, 163, 213 KUHAP. 

Hak- hak tersangka ini harus dihargai dan dihormati. Diantaranya sekian 

banyak hak tersangka tersebut beberapa diantaranya harus terlihat secara 

nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka bahwa hak-hak tersebut 

telah terpenuhi atau dilaksanakan dalam pemeriksaan. Selain mempunyai hak-

hak yang diatur oleh KUHAP, seorang tersangka atau terdakwa juga 

mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakannya 

sesuai dengan undang-undang. Namun berlainan dengan hak-hak tersangka 

atau terdakwa yang peraturannya terlihat terinci dan berurutan terlihat bahwa 

kewajiban tersangka atau terdakwa tidak demikian. Kewajiban tersangka atau 

terdakwa tersebar di seluruh KUHAP dan diperlukan ketelitian untuk 

mencarinya. 

 

G.  Metode Penelitian 

Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan 

bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus 
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relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, 

mengenal dan tepat.  Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan 

ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan 

jalan menganalisanya. Untuk itu, diadakan pemikiran yang mendalam terhadap 

fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.  

Mohammad Radhi mendefinisikan penelitian hukum sebagai keseluruhan 

aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, 

menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di 

lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh sehingga 

dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah 

untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.  

Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Sosial 

(Social Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual 

Approach).Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua 

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum 
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yang sedang diteliti.10 Pendekatan social adalah pendekatan yang dilakukan di 

dalam rangka menjalin komunikasi dan menumbuhkan partisipasi dari 

masyarakat. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam 

penelitian ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, Pendekatan 

Konseptual (Conceptual Approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan 

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-

konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang 

dihadapi.11 Pendekatan konsep yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

konsep-konsep tentang Penerapan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana 

Narkotika di Polres Ogan Ilir. 

 

2. Jenis penelitian  

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum 

empiris, terdiri dari: 

a. Penelitian terhadap identifikasi hukum; 

b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.  

Maka, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertitik tolak dari 

permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian 

 
10Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,Penedia Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 11.  
11Ibid., hlm. 95. 
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menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Adapun dalam penelitian ini dilakukan pengambilan data lapangan yang 

diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Resor 

Kabupaten Ogan Ilir. 

 

3. Jenis dan Sumber Penelitian 

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi 

sumber data primer dan sumber data sekunder: 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni 

perilaku warga masyarakat, melalui penelitian dengan cara wawancara, 

observasi, dan alat lainnya dengan instansi yang berkaitan.12Data yang 

diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian langsung di 

lapangan yaitu di Kepolisian Resor Kabupaten Ogan 

Ilir,upayapemberian hak-hak tersangka tindak pidanapenyalahgunaan 

narkotika oleh kepolisian yang diperoleh melalui kegiatan wawancara 

dengan informan yang mengetahui tentang masalah dalam penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

 
12Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,UI Pers, Jakarta, 1986, hlm. 11. 
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Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan 

seterusnya.13 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Bahan hukum primer 

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang 

terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas, dengan mana berupa 

undang-undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang  Peraturan Hukum 

Pidana (KUHP); 

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 

e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 

 
13Ibid., hlm. 11. 
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f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3258); 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan 

PP No. 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5145). 

2) Bahan hukum sekunder 

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku lain yang 

berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan 

dengan objek kajian penelitian.14 

3) Bahan hukum tersier 

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti: kamus 

umum, kamus hukum dan majalah hukum yang memuat informasi yang 

relevan dengan objek penelitian. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 
 14Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, 

hlm. 24. 
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Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Studi Kepustakaan(Library Research) 

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai 

literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

Untuk mendapatkan data-data lain yang menunjang penelitian ataupun 

penelitian yang dilakukan merupakan upaya untuk memperoleh data 

primer berupa dokumen-dokumen dan keterangan atau informasi dari 

wawancara bebas terpimpin kepada responden dan petugas yang 

termasuk dalam komponen Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Palembang. Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar 

pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh 

penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut. 

 

5. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data, maka penulis akan memilih lokasi penelitian 

di Polres Ogan Ilir di Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir. Untuk 

mendapatkan penjelasan secara langsungapakah hak-hak tersangka sudah 

diberikan kepada tersangka tindak pidana narkotika di Polres Ogan Ilir dan 
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hambatan dalam pemberian hak-hak tersangka tindak pidana narkotika di 

Kepolisian Resor Ogan Ilir. 

 

6. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah Polisi Resor Kabupaten Ogan Ilir, 

anggota kepolisian di Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilirdan 

tersangka pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika di Kabupaten 

Ogan Ilir. 

b. Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari 

populasi.15Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

teknik Purposive Sampling/Jundamental Sampling.Sampel ini dipilih 

berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, maka dalam hal ini 

peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat 

mewakili populasi.16 

Dalam penelitian ini diambil narasumber sebanyak 3 orang: 

1) KepalaSatuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kabupaten Ogan 

Ilir; 

2) Kepala Unit II Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir; 

3) Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir; 

 
15Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, 

hlm. 39. 
16Burhan Asshofa, Metode Penelitian Hukum, 2007, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 91. 
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4) Tersangka pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di 

Kabupaten Ogan Ilir. 

 

7. Teknik Analisis Data 

Data-data yang diperoleh dan terkumpul nantinya akan diolah dan 

dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis Data-data primer dan Data-

data sekunder yang biasa diterapkan dalam penelitian sehingga di dapatkan 

jawaban yang berupa kesimpulan dari seluruh permasalahan ini.17 

 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian 

yang disusun dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud 

merupakan jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian 

yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari 

penelitian.18 

Metode penelitian kesimpulan akan dilakukan menggunakan cara 

Deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada sebuah asumsi 

umum dan kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang lebih 

khusus yang diturunkan dari asumsi umum tersebut.19 

 

 
17Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2009,  hlm.93. 
18Beni Ahmad Saehani, Ibit, hlm. 93. 
19Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.327. 
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